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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

Menimlsmng

BUPATI BANYUMAS,

bhwe  dengan  felsh  ditetapkanmya  Peraturan
Pemerintah Nemor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkal Dmernh dan dengan telah
diintegrasikannya bidang kesciahteraan sosial
dengan bidang pemberdavaan masvarakal ks
tgas pokok, fungsi, susunan Organisasi dan (ata
kerja Drimas Keschatan dan Kessjahmeraan Sosial
Kabupaten Danyumas sebagaimana dior dalam
Feraturan [serah Nomer 23 Tahun 2000 t2ntang
Pembentukan, Susunan Organizasi dan Tata Kerja
Dinas Dmerah Kabupalen Banyumas schagsimana
divbah dengan Peraturan Daerah EKabupaten
Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 sudab (lak seswm
g



Mengingat

- bahwa sehubungan dengan hal tersehut diatas, ks

perlu ditetapkan Peraturan Thicmah  Kabupaten

Banyumas tentang Pembemukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Knbupaten Baryumas.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daeralidacmh Kabuparen Dalam
Linpkungzan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 22 Tehun 1999 tentang

Permerintahan Dacrah {Lembaran Mepara Tabun
1998 Momor 60, Tambahan Lembaran Negam
Momor 3839);

. Perawran Femerintah Mo 16 Tahun 1504 rearang

Isbatan Fungsiomal Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Megara Tahun 1994 Momor 22,
Tambahan Lembaran Negam Novnor 3547);

. Perawran Pemerintah Memor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah  Pusat dan
Kewermmyan 1'ropinsi sebagal Daerab Otenom
{Lémbaran Mepara Tahun 2000 Nomor 54,
Tarmbahan Lembuaran Megarn Nomor 3052);

5. Peraturan Pemerinmh Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Peranghat Daerah (Lembaran
Megara Tahon 2003 Nomar 14 Tarnbahan
Lemharan Negurs Nomar 4262

6. Keputuszan Bersama Menteri Pendayagunaan
Aparaur Negara dan Menferi Dalam Meperi
Nomor: OL/SKE/M. PAN/4/2003 Momor 17 Tahun
23 tentang Peunjuk  Pelnksanasn Peratoran
Pemerintah NMomor 8 Tabus 2003 tentang Pedoimn
Organisasi Perangkat Daerah dan  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahen 2003 femang
Wewenang Fengangkatan, Pemindahon dan
Pemberhentian Pegavai Negeri Sipil,

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG FEMBENTUKAN,

SUSUNAN CHGANISAST DAN TATAEERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN RANY UMAS.



BAB1
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan

Dieerah adalah Dacrah Kabuparzn Banyumas,

Pemerinah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Baryumas,
Dewan Perwaldlan Rekyar Deersh vang selanjumya discbat
DPRIY, adalah Dewsn Porwakilan Rakyar Dacreh Kabupaten
Bamiyurmas,

Bupati adalah Bupati Banyumeas.

Sskretaris Uasrah  adalah  Sekrstaris Daerah  Kabupaten
Fanyumas,

Dinas Besehatan adolah Dhnas Kesehaten Kabupoien Banyoumas,
Kepala Iinas adalah Kepala Dinas Kesehotan Kabupaten
Ranyvuimars,

Unit Pelaksana Tekmis vange selanjuinya disebut TFT adalab
pelaksana sehagian uzas Dinas Kesehatan yang wilayah kerjanya
dapat meliput lehih dari satn Kecamatan.

Jabatan Tungsional adalah kedodukan yang menunjukkan fugas,
tanggung jawab, wewsnang dan hak seorang  Pegawai Negeri
Sipil dalam Saruan Organisas yang dalam pelaksanaan wgasnya
didasarkan pada keahlian dan aau ketrampilan erenm scra
bersifal mandiri.

RAB I
FEMEBENTUEAN

Fasal 2
Drengan Peraturan Dacrah ini dibentulk Dinas Keuhata_n_

BAB 1

KEDUDUKAN, ‘TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Przal 3
Dinas Keschatan adalah unsur pelaksana tugss fertenns Pemierintah
Daerah, dipimpin oleh seorang Kepal: vang berada di bawah dan
beranggung jawaly kepada Bupad melalui Sekretaris Dacrah,

Pasal 4

i1} Dinzs Kesehatan mempunmyai tugas pokek mek:ksanakan kewznangan
di bidsng kasehamn,

{2) Unmnik melaksanakan ougas pokok scbagaimana dimaksud dalam ayat
(1}, Dinas Kesehatan mempunyai fumygsi;



